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Abstrak

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Kota Makassar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi
masyarakat pesisir yang memiliki peran penting dalam distribusi dan transaksi hasil perikanan. Salah
satu tahapan penting dalam transaksi jual beli ikan adalah proses penimbangan yang menjadi dasar
penentuan harga dan nilai transaksi antara nelayan dan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mekanisme penimbangan ikan yang diterapkan di TPl Paotere Kota Makassar serta
menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara
dengan nelayan, pedagang, dan petugas timbangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa proses penimbangan ikan di TPl Paotere dilakukan menggunakan timbangan manual dan
digital, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan
transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Penimbangan yang tidak selalu disaksikan oleh nelayan,
keterbatasan pengawasan, serta kondisi alat dan lingkungan penimbangan berpotensi menimbulkan
ketidakjelasan dan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi
tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ‘adl
(keadilan) serta hifz al-mal (perlindungan harta) dalam magqasid al-syari‘ah. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan pengawasan, keterlibatan nelayan dalam proses penimbangan, transparansi
hasil penimbangan, serta penerapan standar penimbangan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip
hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penimbangan lkan, TPI Paotere, Keadilan, Transparansi.

Abstract

The Fish Auction Center (TPI) Paotere in Makassar City is one of the important centers of economic
activity for coastal communities, particularly in the distribution and trading of fishery products. One of
the essential stages in fish transactions is the weighing process, which serves as the basis for
determining the price and transaction value between fishermen and traders. This study aims to examine
the fish-weighing mechanism implemented at TPI Paotere, Makassar City, and to analyze its conformity
with the principles of Islamic economic law. This research employs a qualitative method with a
normative-empirical approach. Data were collected through observation, interviews with fishermen,
traders, and weighing officers, as well as documentation. The results indicate that fish weighing at TPI
Paotere is carried out using both manual and digital scales; however, its implementation does not yet
fully comply with the principles of justice, honesty, and transparency in Islamic economic law. Weighing
processes that are not always witnessed by fishermen, limited supervision, and the condition of the
weighing equipment and environment may potentially lead to uncertainty and losses for one of the
parties. From the perspective of Islamic economic law, these conditions have the potential to contain
elements of gharar and do not yet fully reflect the principles of ‘adl (justice) and hifz al-mal (protection
of property) within the framework of maqasid al-shari‘ah. Therefore, improvements in supervision,
greater involvement of fishermen in the weighing process, transparency of weighing results, and the
implementation of more accurate weighing standards are necessary to ensure that fish transactions are
conducted fairly and in accordance with the principles of Islamic economic law.
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki aktivitas maritim yang sangat penting dalam
mendukung perdagangan dan perekonomian masyarakat pesisir. Salah satu pusat aktivitas maritim di
Kota Makassar adalah Pelabuhan Paotere yang secara historis berfungsi sebagai pelabuhan rakyat, pusat
perdagangan antarpulau, serta tempat pendaratan dan pelelangan hasil perikanan. Hingga saat ini, TPI
Paotere tetap memiliki peran penting dalam mendukung distribusi hasil tangkapan nelayan dan
perekonomian masyarakat pesisir.

Dalam kegiatan jual beli ikan di TPl Paotere, proses penimbangan merupakan tahap penting
karena hasil timbangan menjadi dasar dalam menentukan harga dan nilai transaksi. Oleh karena itu,
ketepatan, kejujuran, dan transparansi dalam penimbangan sangat diperlukan. Kesalahan atau
manipulasi berat ikan dapat menyebabkan kerugian, terutama bagi nelayan sebagai pihak yang berada
pada posisi relatif lemah dalam transaksi.

Permasalahan penimbangan di TPI Paotere tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi
juga dengan kondisi fasilitas dan pengawasan. Kondisi lingkungan penimbangan yang kurang optimal,
seperti drainase yang tidak baik, lantai yang becek, serta penggunaan alat timbang yang belum
sepenuhnya modern dan terkalibrasi, berpotensi memengaruhi akurasi hasil penimbangan. Selain itu,
penimbangan yang tidak selalu disaksikan oleh nelayan dan keterbatasan pengawasan dapat
menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli harus didasarkan pada prinsip
keadilan (‘adl), kejujuran (ash-shidq), transparansi, dan kerelaan (ridha), serta terbebas dari unsur gharar
dan penipuan. Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap larangan mengurangi takaran dan
timbangan. Dengan demikian, ketidakakuratan atau pengurangan timbangan yang menyebabkan salah
satu pihak dirugikan bertentangan dengan prinsip dasar muamalah syariah dan tujuan hifz al-mal
(perlindungan harta) dalam maqasid al-syari‘ah.

Permasalahan tersebut semakin penting dikaji karena pengelolaan TPl Paotere mengalami
perubahan dan kondisi infrastrukturnya masih memerlukan pembenahan. Upaya modernisasi, seperti
penggunaan timbangan digital yang terkalibrasi, perbaikan fasilitas penimbangan, penataan drainase,
serta peningkatan pengawasan, diperlukan untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih akurat dan
transparan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme
penimbangan ikan di TPl Paotere Kota Makassar serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip
hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi berupa
peningkatan pengawasan, keterlibatan nelayan dalam proses penimbangan, penerapan standar
operasional penimbangan, edukasi hukum ekonomi syariah bagi pelaku usaha, serta modernisasi alat
dan fasilitas penimbangan. Dengan demikian, aktivitas jual beli ikan di TPI Paotere dapat berlangsung
secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penimbangan ikan di TPl Paotere merupakan tahap penting dalam transaksi jual beli karena
berat ikan menjadi dasar dalam menentukan harga dan nilai jual. Oleh karena itu, proses penimbangan
harus dilakukan secara akurat, jujur, transparan, dan dapat disaksikan oleh pihak yang bertransaksi.
Ketidakakuratan dalam penimbangan berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan serta mengurangi
kepercayaan dalam hubungan jual beli. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala, seperti alat
timbang yang belum selalu terkalibrasi, keterbatasan pengawasan, kondisi tempat penimbangan yang
kurang memadai, serta proses penimbangan yang terkadang tidak disaksikan langsung oleh nelayan.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai berat ikan dan nilai transaksi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur
gharar (ketidakjelasan) dan tatfif (pengurangan takaran atau timbangan). Prinsip ‘an taradin minkum
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dalam QS. An-Nisa [4]: 29 menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua
belah pihak. Oleh karena itu, keterbukaan hasil penimbangan dan keterlibatan nelayan dalam proses
tersebut menjadi penting untuk memastikan adanya keadilan dan kerelaan dalam transaksi. Penggunaan
timbangan digital yang terkalibrasi serta pencatatan hasil timbang secara terbuka dapat menjadi solusi
untuk meningkatkan akurasi dan meminimalkan potensi manipulasi.

Penerapan maqasid al-syari‘ah dalam mekanisme penimbangan ikan di TP1 Paotere dapat dilihat
melalui lima prinsip utama. Hifz al-din (perlindungan agama) diwujudkan melalui kejujuran dan amanah
dalam melakukan penimbangan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam muamalah. Hifz al-
nafs (perlindungan jiwa) berkaitan dengan upaya menjaga kesejahteraan nelayan dan pedagang agar
tidak mengalami kerugian ekonomi yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidup. Hifz al-‘aql
(perlindungan akal) diwujudkan melalui transparansi mengenai berat ikan, alat timbang, dan hasil
transaksi sehingga para pihak dapat mengambil keputusan secara sadar dan rasional.

Selanjutnya, hifz al-nasl (perlindungan keturunan) berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi
keluarga nelayan dan pedagang. Pendapatan yang diperoleh melalui transaksi yang adil dan halal dapat
mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga dan kesejahteraan generasi berikutnya. Adapun hifz al-mal
(perlindungan harta) merupakan prinsip yang paling erat kaitannya dengan proses penimbangan ikan.
Keakuratan timbangan diperlukan untuk memastikan setiap pihak memperoleh hak ekonominya secara
adil serta mencegah terjadinya pengurangan atau manipulasi berat yang dapat merugikan salah satu
pihak.

Hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan, kejujuran, transparansi, dan amanah sebagai
dasar dalam setiap transaksi. Prinsip al-‘adl mengharuskan berat ikan ditentukan sesuai kondisi
sebenarnya tanpa pengurangan atau manipulasi. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3
yang mengecam praktik mengurangi takaran dan timbangan. Prinsip ash-shafafiyyah atau transparansi
mengharuskan proses penimbangan, alat yang digunakan, serta hasil timbang dapat diketahui dan
diverifikasi oleh pihak yang melakukan transaksi. Sementara itu, prinsip ash-shidq atau kejujuran
menuntut petugas, pedagang, dan nelayan memberikan informasi yang benar mengenai berat dan kondisi
barang.

Selain itu, larangan gharar mengharuskan objek dan nilai transaksi diketahui secara jelas.
Penimbangan yang tidak transparan atau tidak akurat dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam akad.
Larangan riba juga mengajarkan pentingnya pertukaran yang adil dan tidak mengandung unsur
eksploitasi yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, mekanisme penimbangan ikan harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab agar transaksi
sesuai dengan ketentuan syariah.

Hukum ekonomi syariah mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma’, dan
giyas dengan mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan spiritual. Tujuannya bukan hanya memperoleh
keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan perlindungan hak para
pihak. Dalam transaksi jual beli, setiap pihak harus mengetahui objek, harga, dan ketentuan transaksi
secara jelas serta melaksanakannya tanpa paksaan, penipuan, gharar, maysir, maupun riba.

Dalam konteks TPl Paotere, prinsip hukum ekonomi syariah menuntut adanya sistem
penimbangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penimbangan yang tidak
sesuai dengan berat sebenarnya dapat menyebabkan salah satu pihak kehilangan hak ekonominya. Oleh
sebab itu, pengelola TPl memiliki tanggung jawab untuk memastikan alat timbang berfungsi dengan
baik, proses penimbangan dapat diawasi, dan hasilnya diketahui oleh nelayan maupun pedagang. Hal
tersebut diperlukan untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan tujuan syariah.

Islam memberikan perhatian besar terhadap ketepatan dan keadilan dalam takaran dan
timbangan. Timbangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur berat barang, tetapi juga
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menjadi sarana untuk menjaga hak dan harta setiap pihak dalam transaksi. QS. Al-An‘am [6]: 152
memerintahkan agar takaran dan timbangan dipenuhi dengan adil. Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa keakuratan dalam menimbang merupakan bagian dari kewajiban moral dan hukum dalam
aktivitas perdagangan.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak
termasuk golongan kami” (HR. Muslim) juga menegaskan larangan melakukan kecurangan dalam
perdagangan. Dengan demikian, pengurangan atau manipulasi timbangan merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan etika dan prinsip muamalah Islam. Pendapat ulama juga menegaskan pentingnya
keadilan dalam timbangan. Imam al-Ghazali memandang kecurangan dalam takaran sebagai bentuk
kezaliman, Ibn Taymiyyah menekankan kewajiban penguasa dalam mengawasi standar timbangan agar
tidak merugikan masyarakat, sedangkan Wahbah az-Zuhaili menegaskan pentingnya kejelasan berat
barang untuk menghindari gharar dalam akad.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field
research) yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam
praktik penimbangan ikan di Tempat Pelelangan lkan (TPI) Paotere Kota Makassar, termasuk
mekanisme penimbangan, interaksi antara nelayan, pedagang, dan petugas, serta penerapan prinsip
keadilan, kejujuran, transparansi, dan amanah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data diperoleh
secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis
berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan maqasid al-syari‘ah. Penelitian ini bertujuan
menggambarkan kondisi nyata di lapangan sekaligus menganalisis kesesuaian praktik penimbangan
dengan ketentuan syariah.

Penelitian dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere yang terletak di Kelurahan
Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena
TPI Paotere merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan dan pelelangan hasil perikanan yang
melibatkan nelayan, pedagang, petugas timbangan, dan pengelola TPI. Aktivitas penimbangan di lokasi
tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan nilai transaksi sehingga relevan dengan fokus
penelitian. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu Juli sampai September 2025, yang meliputi
observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan nelayan, pedagang ikan, petugas
timbangan, pengelola TPI, dan pihak terkait, serta melalui observasi terhadap proses penimbangan dan
transaksi jual beli ikan. Data primer digunakan untuk mengetahui praktik penimbangan, pengalaman
para pihak, serta pemahaman mereka mengenai keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Sementara itu,
data sekunder diperoleh dari dokumen resmi instansi terkait, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian
terdahulu, peraturan, dan sumber pustaka yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, muamalah,
serta mekanisme penimbangan ikan. Data tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks jurnal, dan
pedoman akademik digunakan sebagai sumber pendukung dalam memahami istilah dan menemukan
referensi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penimbangan ikan,
kondisi alat timbang, prosedur penimbangan, serta interaksi antara nelayan, pedagang, dan petugas.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada nelayan, pedagang, petugas timbangan, pengelola
TPI, dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penimbangan, pengalaman
transaksi, sistem pengawasan, serta pemahaman terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Dokumentasi
digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, catatan penimbangan, dokumen resmi, laporan
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pengelola TPI, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan dalam
mengamati, mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Untuk membantu proses
penelitian, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan
format dokumentasi. Pedoman observasi digunakan untuk mencatat mekanisme penimbangan, kondisi
alat, dan interaksi para pihak. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan
pandangan informan mengenai proses penimbangan, keadilan, kejujuran, transparansi, dan pengawasan.
Sementara itu, format dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola dokumen serta foto
yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana model Miles dan Huberman.
Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilih dan disederhanakan sesuai
dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menemukan pola
dan permasalahan dalam mekanisme penimbangan ikan. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan
prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya keadilan (al-‘adl), kejujuran (ash-shidq), transparansi,
amanah, larangan gharar dan tadlis, serta prinsip maqasid al-syari‘ah, terutama hifz al-mal.

Analisis juga memperhatikan konsep khiyar dalam jual beli, terutama khiyar majlis, khiyar
syarat, dan khiyar ‘aib, untuk melihat hak para pihak apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses
penimbangan atau objek transaksi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan kesesuaian
atau ketidaksesuaian mekanisme penimbangan ikan di TPl Paotere dengan prinsip hukum ekonomi
syariah.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, member check, dan perpanjangan pengamatan.
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari nelayan, pedagang, petugas
timbangan, pengelola TPI, dan pihak terkait. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali
informasi atau hasil interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan kesesuaiannya dengan
maksud yang disampaikan. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian
secara berulang agar peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan
dinamika praktik penimbangan ikan.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan
triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari
berbagai informan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi terhadap objek yang sama. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan
dengan melakukan pengumpulan dan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan
konsistensi informasi. Dengan penerapan ketiga teknik tersebut, data penelitian diharapkan memiliki
tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere merupakan bagian dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Paotere yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perikanan tangkap di Kota Makassar. TPI
Paotere dibentuk secara resmi pada tahun 1992 dan pada awalnya berada di bawah Dinas Pendapatan
Daerah, kemudian dialihkan ke Dinas Perikanan pada tahun 1998. Keberadaan TPl Paotere bertujuan
untuk menyediakan fasilitas bagi nelayan dalam mendaratkan hasil tangkapan, melakukan
penimbangan, pelelangan, serta mendukung kegiatan pemasaran dan distribusi ikan. Kawasan Paotere
sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pelabuhan tradisional yang menjadi pusat aktivitas pelayaran
dan perdagangan masyarakat Makassar.
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Secara geografis, TPl Paotere berada di Kelurahan Paotere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya berada di kawasan pesisir utara Kota Makassar dan
berhubungan langsung dengan aktivitas Pelabuhan Paotere. Letak tersebut sangat strategis karena
memudahkan nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapan serta memudahkan pedagang dalam
memperoleh dan mendistribusikan ikan ke pasar tradisional, rumah makan, maupun daerah lain.

Masyarakat yang beraktivitas di sekitar TPI Paotere terdiri atas nelayan, buruh bongkar muat,
petugas penimbang, pedagang ikan, pengepul, dan ponggawa. Sebagian besar nelayan masih
menjalankan aktivitas penangkapan secara tradisional dan hasil tangkapannya sangat dipengaruhi oleh
cuaca, musim, serta kondisi laut. Dalam kehidupan ekonomi nelayan, hubungan dengan ponggawa juga
memiliki pengaruh yang cukup besar karena sebagian nelayan memperoleh modal untuk kebutuhan
melaut, seperti bahan bakar, perbekalan, dan perawatan kapal, dari ponggawa. Ketergantungan tersebut
dapat memengaruhi posisi tawar nelayan dalam menentukan harga maupun proses penjualan hasil
tangkapannya.

TPI Paotere tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan dan transaksi ikan, tetapi juga
menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mekanisme
penimbangan memiliki kedudukan yang penting karena hasil timbangan menjadi dasar dalam
menentukan harga, nilai transaksi, serta pendapatan yang diterima nelayan. Ketepatan dan keterbukaan
dalam penimbangan sangat berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi nelayan.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas
penimbangan dan jual beli ikan di TPI Paotere. Informan terdiri atas petugas penimbang, nelayan, dan
penjual ikan. Petugas penimbang yang menjadi informan adalah Ahmad dan Fardi. Informan dari
kalangan nelayan adalah Dg Silla, Dg Mansur, dan Dg Limpo, sedangkan Arifudin merupakan informan
yang berprofesi sebagai penjual ikan. Keterangan dari para informan digunakan untuk memperoleh
informasi mengenai mekanisme penimbangan, keterlibatan nelayan, transparansi hasil timbangan, serta
kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

1. Praktik Penimbangan Ikan di TPI Paotere

Praktik penimbangan ikan di TPl Paotere merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan
jual beli dan pelelangan ikan. Prosesnya dimulai ketika nelayan tiba di pelabuhan dengan membawa
hasil tangkapan. Ikan kemudian dibongkar dari kapal, dikumpulkan, dan dipisahkan berdasarkan jenis,
ukuran, serta kualitasnya. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam keranjang, peti, atau wadah tertentu
untuk dilakukan penimbangan oleh petugas yang telah ditunjuk.

Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan manual maupun timbangan digital.
Timbangan manual bekerja secara mekanis dengan menggunakan pegas dan jarum penunjuk, sedangkan
timbangan digital menggunakan sensor beban atau load cell yang menghasilkan angka berat pada layar.
Penggunaan kedua jenis timbangan tersebut bertujuan untuk mengetahui berat ikan yang selanjutnya
menjadi dasar dalam proses penjualan dan pelelangan.

Dalam proses penimbangan, berat wadah seharusnya diperhitungkan atau dikurangi melalui
sistem tara sehingga berat yang menjadi dasar transaksi adalah berat bersih ikan. Hasil penimbangan
kemudian dicatat oleh petugas dan digunakan untuk menentukan nilai ikan berdasarkan harga yang
berlaku atau hasil kesepakatan dalam proses pelelangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah menjadi kebiasaan yang
berlangsung dalam aktivitas TPl Paotere. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi
prinsip keterbukaan karena nelayan tidak selalu hadir ketika ikan mereka ditimbang dan tidak selalu
memperoleh informasi mengenai hasil timbangan secara rinci.
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2. Pemahaman terhadap Larangan Mengurangi Timbangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan dan petugas penimbang memahami bahwa
mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Para informan
memahami bahwa berat ikan harus ditentukan berdasarkan kondisi sebenarnya dan tidak boleh
dimanipulasi karena dapat merugikan nelayan.

Dg Silla menjelaskan bahwa pengurangan timbangan tidak hanya menimbulkan kerugian
ekonomi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan antara nelayan, pedagang, dan petugas TPI. Dg Mansur
juga menyatakan bahwa pengurangan timbangan menyebabkan nelayan tidak memperoleh pembayaran
sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya. Dg Limpo menegaskan bahwa nelayan tidak setuju
dengan adanya pengurangan timbangan karena secara langsung mengurangi nilai hasil tangkapan
mereka.

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan Ahmad dan Fardi selaku petugas penimbang.
Keduanya menyatakan bahwa pengurangan timbangan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan
dengan keadilan dan dapat menyebabkan kerugian bagi nelayan. Ahmad juga menekankan bahwa
kejujuran dalam penimbangan sangat penting agar semua pihak merasa diperlakukan secara adil.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemahaman tersebut sesuai dengan prinsip al-‘adl
atau keadilan dan sidq atau kejujuran. Pengurangan timbangan juga bertentangan dengan prinsip amanah
serta dapat mengandung unsur tadlis apabila dilakukan dengan sengaja untuk menyembunyikan keadaan
yang sebenarnya. Oleh karena itu, kesadaran para informan mengenai larangan mengurangi timbangan
merupakan hal positif dalam mendukung penerapan ekonomi syariah di TPI Paotere.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman secara normatif belum sepenuhnya diikuti
dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Artinya, meskipun para pelaku mengetahui larangan
mengurangi timbangan, sistem yang memastikan bahwa setiap proses penimbangan dapat diverifikasi
oleh nelayan masih perlu diperkuat.

3. Keterlibatan Nelayan dalam Proses Penimbangan

Keterlibatan nelayan dalam proses penimbangan di TPl Paotere belum berlangsung secara
merata. Nelayan tidak selalu menyaksikan proses penimbangan secara langsung karena setelah ikan
diturunkan dari kapal, mereka biasanya harus membersihkan kapal, merapikan alat tangkap, mengurus
keperluan lainnya, atau beristirahat setelah melaut.

Dg Silla menjelaskan bahwa ia terkadang tidak dapat mengikuti penimbangan karena harus
mengurus kapal dan beristirahat. Pernyataan yang sama disampaikan Dg Mansur dan Dg Limpo yang
menyatakan bahwa tidak semua proses penimbangan dapat mereka dampingi. Kondisi tersebut
menyebabkan proses penimbangan lebih banyak dilakukan oleh petugas TPI dan disaksikan oleh
pedagang atau ponggawa. Nelayan kemudian menerima hasil akhir penjualan atau pembagian
pendapatan tanpa selalu mengetahui secara langsung berapa berat ikan yang telah ditimbang.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keterlibatan nelayan penting untuk mewujudkan
prinsip keadilan dan transparansi. Ketidakhadiran nelayan memang tidak secara otomatis menjadikan
transaksi tidak sah, tetapi apabila menyebabkan salah satu pihak tidak mengetahui secara jelas berat
objek transaksi, kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi gharar. Oleh karena itu, diperlukan
mekanisme yang memungkinkan nelayan memperoleh dan memverifikasi hasil timbangan meskipun
mereka tidak dapat hadir secara langsung.

4. Transparansi Hasil Timbangan

Transparansi merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian.
Hasil wawancara dengan petugas menunjukkan bahwa hasil timbangan biasanya langsung dicatat untuk
kepentingan pelelangan dan perhitungan pendapatan. Akan tetapi, hasil tersebut tidak selalu
disampaikan secara rinci kepada nelayan.
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Ahmad menjelaskan bahwa hasil penimbangan dicatat untuk keperluan pelelangan, tetapi
nelayan jarang memperoleh penjelasan mengenai berat ikan satu per satu. Fardi juga menyatakan bahwa
nelayan biasanya menerima informasi berupa hasil pembagian pendapatan setelah ikan terjual tanpa
memperoleh penjelasan rinci mengenai total berat ikan.

Keterangan tersebut diperkuat oleh para nelayan. Dg Silla, Dg Mansur, dan Dg Limpo
menyatakan bahwa mereka tidak selalu mengetahui berat ikan secara langsung karena tidak
menyaksikan proses penimbangan. Mereka pada umumnya hanya menerima hasil pembagian uang
setelah ikan terjual.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa transparansi hasil timbangan belum optimal. Padahal,
berat ikan merupakan dasar dalam menentukan nilai transaksi. Apabila nelayan tidak mengetahui berat
tersebut, maka mereka sulit memastikan apakah jumlah pembayaran yang diterima sudah sesuai dengan
hasil tangkapan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transparansi berkaitan dengan prinsip al-
shafafiyyah, amanah, dan penghindaran gharar. Informasi mengenai berat ikan merupakan informasi
penting yang seharusnya dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak atas hasil transaksi. Oleh karena
itu, hasil timbangan sebaiknya disampaikan secara jelas kepada nelayan, baik melalui pencatatan
tertulis, papan informasi, bukti hasil timbang, maupun metode lain yang mudah diakses.

5. Persepsi Nelayan terhadap Keadilan Penimbangan

Persepsi keadilan nelayan sangat dipengaruhi oleh kejujuran petugas, keterbukaan proses, dan
kesempatan untuk menyaksikan penimbangan. Dg Mansur menyatakan bahwa penimbangan akan
dianggap adil apabila berat ikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dilakukan secara jujur. Dg Limpo
merasa lebih tenang apabila dapat melihat langsung proses penimbangan. Sementara itu, Dg Silla
mengharapkan agar petugas lebih terbuka dan memberikan kesempatan kepada nelayan untuk
menyaksikan proses penimbangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir yang benar,
tetapi juga sebagai proses yang dapat dilihat dan dipercaya oleh para pihak. Dengan kata lain, kejujuran
petugas perlu disertai dengan mekanisme transparansi agar kepercayaan nelayan dapat terjaga.

Petugas penimbang juga menyadari adanya keraguan dari sebagian nelayan. Ahmad
menyatakan bahwa terdapat nelayan yang merasa ragu apabila tidak ikut menyaksikan proses
penimbangan. Fardi menyatakan bahwa petugas berusaha menjaga amanah dan kejujuran meskipun
tidak selalu disaksikan oleh nelayan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penekanan antara nelayan dan petugas. Nelayan lebih
menekankan pentingnya keterbukaan sebagai bukti keadilan, sedangkan petugas lebih menekankan
amanah dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Dalam perspektif syariah, kedua hal tersebut
sebenarnya saling melengkapi. Kejujuran petugas harus diwujudkan melalui mekanisme yang
transparan agar keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.

6. Penerapan Nilai-Nilai Syariah

Penerapan nilai al-°adl dalam penimbangan terlihat dari kewajiban untuk menentukan berat ikan
secara benar sehingga nelayan dan pembeli memperoleh hak sesuai dengan porsinya. Nilai sidq terlihat
dari kewajiban petugas untuk tidak melakukan manipulasi terhadap hasil timbangan. Nilai amanah
tercermin dari tanggung jawab petugas karena hasil timbangan menentukan pendapatan nelayan.

Sementara itu, prinsip transparansi mengharuskan informasi mengenai berat ikan dapat
diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi tersebut penting untuk menghindari gharar.
Apabila terjadi manipulasi yang menyebabkan kerugian kepada nelayan, maka hal tersebut bertentangan
dengan prinsip keadilan dan dapat termasuk perbuatan zulm. Penerapan nilai-nilai tersebut juga
berkaitan dengan magqasid al-syari‘ah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan terhadap harta.
Penimbangan yang benar berarti menjaga hak ekonomi nelayan agar mereka memperoleh pembayaran
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sesuai dengan jumlah hasil tangkapan yang sebenarnya.

7. Tahap Persiapan Penimbangan

Tahap persiapan dimulai dengan pembongkaran ikan dari kapal. Ikan kemudian dikumpulkan
dan dimasukkan ke dalam keranjang atau peti berdasarkan jenis dan kondisinya sebelum dilakukan
penimbangan. Berdasarkan keterangan Ahmad, Arifudin, dan Dg Silla, tahap persiapan tersebut telah
berjalan secara sistematis. Ikan terlebih dahulu diturunkan dan dikumpulkan sebelum diserahkan kepada
petugas untuk ditimbang.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tahap ini berkaitan dengan kejelasan objek akad
atau ma‘qud ‘alaih. Jenis, jumlah, dan kondisi barang harus diketahui dengan jelas agar transaksi tidak
mengandung ketidakpastian. Dengan demikian, tahap persiapan secara umum telah mendukung prinsip
kejelasan objek transaksi.

8. Pelaksanaan Penimbangan sebagai Penentuan Kuantitas Akad

Penimbangan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pengelola TPl menggunakan
timbangan manual maupun digital. Ikan yang telah ditempatkan dalam wadah ditimbang untuk
memperoleh berat yang kemudian menjadi dasar penentuan nilai transaksi. Arifudin menjelaskan bahwa
penimbangan dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan oleh pengelola TPI. Fardi juga menjelaskan
bahwa petugas menggunakan timbangan yang tersedia untuk menentukan berat ikan. Dg Mansur
memberikan keterangan yang sama bahwa ikan yang telah dibongkar dari kapal kemudian ditimbang
oleh petugas. Dari sisi mekanisme, proses tersebut telah memiliki pembagian tugas yang jelas. Namun,
keadilan hasil penimbangan tidak hanya ditentukan oleh adanya petugas dan alat timbang, tetapi juga
oleh akurasi alat, penggunaan tara yang benar, keterbukaan hasil, serta kesempatan bagi nelayan untuk
melakukan pemeriksaan.

9. Pencatatan Hasil Timbangan

Setelah proses penimbangan selesai, hasilnya dicatat oleh petugas sebagai dasar pelelangan dan
perhitungan pendapatan. Pencatatan tersebut sangat penting karena menjadi bukti mengenai berat ikan
yang digunakan dalam transaksi. Dg Limpo menyatakan bahwa apabila hasil timbangan dicatat secara
terbuka dan dapat dilihat, nelayan merasa lebih tenang. Dg Mansur juga menyatakan bahwa penjelasan
hasil secara jelas dapat meningkatkan keyakinan terhadap transaksi. Sementara Dg Silla menyatakan
bahwa hasil timbangan terkadang hanya disampaikan secara singkat atau tidak dijelaskan secara rinci.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan sebenarnya telah dilakukan, tetapi akses nelayan
terhadap hasil pencatatan masih terbatas. Dalam perspektif syariah, pencatatan tidak hanya berfungsi
sebagai administrasi, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan amanah. Oleh karena itu, hasil
pencatatan sebaiknya dapat diketahui oleh nelayan.

10. Kedudukan Hasil Timbangan dalam Jual Beli dan Pelelangan

Hasil timbangan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam
menentukan harga jual, nilai transaksi, dan pembagian pendapatan. Arifudin menjelaskan bahwa berat
ikan yang dicatat menentukan harga saat pelelangan dan jumlah hasil yang diterima. Dg Silla dan Dg
Mansur juga menyatakan bahwa pendapatan nelayan sangat bergantung pada berat ikan yang tercatat.
Dengan demikian, apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam penimbangan, dampaknya
akan langsung dirasakan oleh nelayan. Berat yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya akan
menyebabkan nilai transaksi dan pendapatan nelayan menjadi lebih kecil.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, keadaan tersebut menunjukkan bahwa hasil timbangan
merupakan bagian penting dari kejelasan objek transaksi. Oleh karena itu, penimbangan harus dilakukan
secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi para pihak.
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11. Keterlibatan Nelayan sebagai Implementasi Prinsip Keadilan

Keterlibatan nelayan masih bersifat tidak merata. Sebagian nelayan dapat menyaksikan proses
penimbangan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat hadir karena kesibukan setelah melaut. Dg Limpo
dan Dg Mansur menyatakan bahwa nelayan sebaiknya diberikan kesempatan untuk melihat langsung
proses penimbangan agar tidak menimbulkan keraguan dan kecurigaan.

Keterlibatan tersebut dapat menjadi bentuk pengawasan sosial sekaligus penerapan prinsip
keadilan. Nelayan tidak harus selalu berada di lokasi penimbangan, tetapi harus diberikan akses terhadap
informasi hasil timbangan. Dengan demikian, keterbatasan waktu nelayan tidak menjadi alasan untuk
menghilangkan hak mereka dalam mengetahui hasil penimbangan.

12. Implikasi Mekanisme Penimbangan terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, mekanisme penimbangan ikan di TPI Paotere telah
berjalan secara rutin dan menjadi bagian penting dalam sistem pelelangan. Dari sisi prosedur, terdapat
petugas yang bertanggung jawab, tersedia alat timbang manual dan digital, dilakukan pencatatan, dan
hasil timbangan digunakan sebagai dasar transaksi.

Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi, keterlibatan nelayan, dan
akses terhadap informasi hasil timbangan. Nelayan tidak selalu menyaksikan proses penimbangan dan
tidak selalu mengetahui secara rinci berat ikan yang menjadi dasar perhitungan pendapatan. Kondisi
tersebut menyebabkan sebagian nelayan mengalami keraguan terhadap keadilan hasil timbangan,
meskipun mereka pada dasarnya mempercayai petugas.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh posisi tawar nelayan yang relatif lemah dan hubungan
ketergantungan dengan ponggawa. Nelayan cenderung menerima mekanisme yang telah berjalan karena
membutuhkan keberlanjutan hubungan kerja dan penjualan hasil tangkapan. Oleh sebab itu,
perlindungan terhadap nelayan perlu dilakukan melalui mekanisme kelembagaan, bukan hanya
mengandalkan kejujuran individu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penimbangan ikan di
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Kota Makassar dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat
disimpulkan bahwa mekanisme penimbangan ikan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun penimbangan telah menjadi bagian penting dalam
menentukan nilai transaksi, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek
keadilan, kejujuran, transparansi, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem
penimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan nelayan sebagai pihak
yang relatif lebih lemah dalam transaksi.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penimbangan ikan di TPl Paotere masih menghadapi
beberapa kendala, terutama kurangnya transparansi dalam proses penimbangan, terbatasnya kesempatan
nelayan untuk menyaksikan secara langsung proses dan hasil penimbangan, serta lemahnya posisi tawar
nelayan karena adanya ketergantungan modal kepada pihak ponggawa. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam transaksi serta dapat menyebabkan kerugian bagi
salah satu pihak. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, keadaan tersebut belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip al-‘ad! (keadilan), ash-shidq (kejujuran), transparansi, amanah, dan
perlindungan harta (hifz al-mal).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengelola TPl Paotere diharapkan meningkatkan
pengawasan terhadap proses penimbangan dengan memastikan alat timbang memiliki tingkat akurasi
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yang baik dan dikalibrasi secara berkala. Proses penimbangan juga perlu dilakukan di tempat yang layak,
mudah dilihat oleh nelayan, serta didukung dengan standar operasional yang jelas dan transparan. Upaya
tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan dan untuk menciptakan
sistem transaksi yang adil sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Petugas penimbangan diharapkan menjalankan tugas secara profesional, jujur, amanah, dan
bertanggung jawab. Setiap proses penimbangan sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan
memberikan kesempatan kepada nelayan untuk menyaksikan proses dan mengetahui hasil
penimbangan. Dengan demikian, potensi kesalahpahaman, perselisinan, maupun dugaan manipulasi
dapat diminimalkan.

Nelayan juga diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam
proses penimbangan dan transaksi jual beli ikan. Nelayan perlu berperan aktif dalam mengawasi proses
penimbangan serta memastikan hasil timbang diketahui dan disepakati bersama. Selain itu, komunikasi
yang baik dengan pihak ponggawa, pedagang, dan pengelola TPI perlu dibangun untuk menciptakan
hubungan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.

Pihak ponggawa dan pedagang diharapkan menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan adil
serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan nelayan, seperti pengurangan timbangan atau
ketidakjelasan informasi mengenai harga dan hasil transaksi. Hubungan kerja sama antara nelayan,
ponggawa, dan pedagang hendaknya didasarkan pada akad yang jelas, saling ridha, dan terbebas dari
unsur gharar, penipuan, maupun kezaliman sehingga sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk
mengembangkan kajian mengenai mekanisme penimbangan dan pelelangan ikan dalam perspektif
hukum ekonomi syariah. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek dan wilayah penelitian serta
menggunakan pendekatan yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai
penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perdagangan hasil perikanan.
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